ﬁ.ﬂ,h

.,‘1Ir

 PERATURAN BUPATI MAJALENCEA

NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMAS! DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGIAN HUNAS SETDA KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2014

lllll



BERITA DAERAH n.ua:!.llJ
KEABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2014

poMOR : 13 - .
PERATURAN BUPAT] MAJALERGEA
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TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Ol LINGEKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGEA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT] MAJALENGEA,

erimbmitg ¢ oo bakwa Pemerintah Doerah wajib menyediakan, memberikan
dar/otay mencrbitian, serta mengumumkan  informas
Wh&ym;hﬂﬁhnhwm_hﬁm
dan akurat melalui sistem informasi dan doloumentasl YA
dapat dinkses dengan smudah;

b, bales untik mengelols informasi publlk terscbul BECATE
tertib, maks perhu disusun suntu pedoman yang member
tuntunen  kepada  badan  publik  dan masyarakat asflE
pemabon infarmasi;
bohwa berdssarksts pertimbanges Sebogamann dima ke susd

2 dalam Buref a dan b, maka perly menetapian Peraturan
Bupati iemlang Pedamsan Perprlolasn Inforenasd  dan

Propinsi ;
mum L1954 sebagaimann telah diubah dengan
Undang-Undang Nesnos 4 Tabhun 1968 ventang Pembentuknn
Kabupaten Puorwakarts dan Eabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Memor 14 Tahun 1950 tentang
Pembeniukan Daersh-Dnecah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinal Djawsa Baral [Lemibaran Negara Republik Indonesia

Tahun [950 Nomor 31, Tambahan Lembarpn Negara
Republik Indanesia Nemor 2851);
2 Undang-Undang Mamor 14 Tahun 3008 tentang

Ketertiikaan Informosi Publik [LemBieran Negara  Repablik
indanesia Takun 2008 Nomos 58, Tambaban Lembaran

Negaro Momint 454.3);

3. Undang-Undang Memor 25 Tahun 2009 teatang Pelayanan
Publik (Lembaran Negurm RI Tohum 2009 MNamor 113,
Tambahan Lembaran Negara Nomar S03R);

4, Uodang-Undang ... b



4. Undang-Undang Nomer 43 Takun 2008 tentang Kemraipan
(Lembarun Negara BRI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Nomar 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fenieng
Pemermntaban Daerab [Lembaran Negara B! Tahun 2014
Namor 244, Tambahan Lembarnn Negarn Nomaor 5587);

b. Perafuran Pemerintnh Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Daerah [Lembaran Negarn Republik Endonesia Tabun 2005
Namor 165, Tambshan Lembaran Negarn Republik Indonests
MNominr 4593);

¥ Peraturan Pemesinlah Nomor 81 Tehun 2010 tentang
Pelalsaraan Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008
teritang Keterbuknan Informasi Pulilik  [lembaran  Negara
Repubdik Indonesis Tahun 2010 Momor 99, Tambaban
Lembaran Negars Nomor 514494,

8. Peraturnn  Komis  Informasi Pusat Republik Indonesis
Nomaor | Tahun 2010 tenteng Stendar Layanan Informani
Publik;

9. Perpturan Komisi  Informasi  Puser Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prossdisr  Penyelesadin
Eonghkern Informasi Publik;

10. Peratwran Daerah Kobupaten Majalengies Nomor 2 Tahan
2008 ientang Urussn Pemerintahan Daerah Kabupaten
Majalengkn |Lembaran Daerabh  Kabupatenn Malalengks
Tahun 2009 Nemor 2, Tambahan Lemnbaran Daerah

Kabupaten Majalengka Nomor 1);

11, Perumuran  Daerah Kabupatenm Majalengha Momar 10
Takun 200% ientang Orgonisasi Perangka: Daerdh
Kobupaternn Majalengks (Lembaran Dasrab  Eabupaten
Majalengka Tahusn 2009 Nomoer 10 schagaimana telalk
diubal dengan Peraturan Darrah Kabupaten Majalerphs
Nomor & Tahun 2011 teniang Perubshan Atas Perafuran
Dacrah Eabupsten Majalengka Nemnar 10 Tahun 2006
tentang Organisasi Perangkatl Daerah Kobupaten Majalengiia
{Lembaran Daerah Kobupaten Majalengks Tabun 2011
Nomer 8]0

MEMUTUSKAN

Menctapiean ¢ Peraturan Bupati tenleng Pedansan Pengelolnan Inforeasi dan
Majuiengka.
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Pasnl |

Pedomsdn  Pengelolsan  Informasl  dan  Dokumentssi  di
Lingkungan Pemerintab Kabupaten Majolengis selugnimsns
versebut dalum Lampiran | sampei dengan Lampiran X1
Pernturan ini schagni bagian tak terpisahlon dari Peratursn ini.

Fasal 2

Pedoman sebaguimans dimaksud dalam Pasal 1 dijsdikan
sebagai acuan dan wajib dilnkssnakan olch setiap Orgnnisasi
Peranghkat  Dassah o Lengungan Pemenninh  Kobupaten
Majadengha dalam pengelolaan informagi publik, dokuamentas
dan arsip, pelaynnan informast publik, pensnganan pengadiun
din penyeiesaian senghoeta infurmuai,

PFasal 3

Frrwturan Bupael ind eulei berfaka pada tanggal dhindanghan
Ager  srtiap  oramg  mengetshulngn,  memerintahkosn
progundangen Pernturan Bupst: inl dengan pencenjaatanmy
il Berita Daerah Kubupaten Majulengica,

DHertapkan di Majalenglkas
Pada tanggal 17 Desember 2014

BUPATI MAJALENGHA
Cap/Ttd

CHuslanghng di Majulenghm
ks, nmriggnl |7 Deseenber 2014
SEKRETARIS DAKRAH
RABUPATEN NMAJALERGHLA,

Cap/Tid
ADE HACHMAT ALL
LEMBARAN DAERAM KABUPATEN MAJALENGHA TAHUN 3014 MOMOR 13

1 sesual dengan Aslinys
] BAGLAN




LAMPIRAN 1  : PERATURAN BUPATI MAJALENGHA
Momar 1 13 Tahin 2004
Tanggal : 17 Desember 2014
Tentang © PEDOMAN PENGELOLAAN
INFORMAS] DAN DOKUMENTASI
DI LINGHUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGHA

BAB I
PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Hok memperplels (nformasi merupakan hak asas manusis dan
keterbucann informas: pubilil nsrrupaken salak anns el penting oegam
demckratis  yang mwmjunjung  tinggl  kedaubatan  rakyst  untuk
mrwificiican penyelengparaan negars yung bedk. Dimans sslah as7u
prinsip penyelengparasn pemetininhan yang baik sdaleh skontabdlitas
dan transparansl, Permberlakuan Undang-Undang Noenor 14 tabiun 2008
teoilanig Keterbuknan Informast Publik merupakan momentum peiEting
dnlam mendorong transpsransi kKhususnye & Ksbupsten Majalengics
Undang-Undang inl telah memberikan landasan huloam terhadap ek
artinp orng untek mensperoleh mformasl publik dimana setiap badan
publik  mempunyai  kewajlban  dalam  menyediakan dan  melayuni
permabanan niormses) public secarn cepad, tepal wakiu, bays nagin dean
carn arderfinnm

Bahwa wniuk mewujudian bal tersebut perlu  menetapiknn
pedoman  pengelolaan  informasi dan  dokumentasi di leghunguns
Pemesiniah Knbupaten Majslengha yang mengatur mengensl pesiyediaan
dan loyanan (informasi serta lembags pengelola informasi  dan
dokumentzsl, vang akan menjad] parduss bagl baden publde d
lirgirungan Permseristah Ksbupaten Magnlengha dan enusyaraloat sebaga.
prigakses donfatlay penchon mitrmasi,  Detsgan atenye pedoian me
diharapkan mplemenies| Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang
Keterbuksan Informasi Public di lingkungun Pemerintubh Kabupaten
Majalengha dapat berjalan efelcit dan bak-hak publik terhadap informasi
yang berkualitas secara oyala tespenuha,

B, MAKSUD DAN TUJUAR

bakmpd
Pedomon  Peagelolonn  inlarmasl  dan Cslumentast & l&Snghungin

Pemesintan Kabdperen Majolenges dimalsudican sebagas acuan Sags
setiap Drganisosi Persngical Dmerih dalam pepyediaan, pergamgilan,
pendokumetitasian dan pelayunan infurmasi serta proelupan Pejahal
Prigelota Informas dan Dokisnientast

2. Tujuan ... 3



2. Tujuan
Fedoman Pengelolaan Informasi dan Dekumentasi di Lingkungan
hmmhhmwwmwmw
4. Ovgnnisasl  Perasgkat Daerah mampu menyediakian,

mengumpulkan, mendokumentasikan  dan  menyampalkan
informasl tentang kegintan dan produk unit kerjanys secars
I:I':I.H'l.l.llpll.d.l.nl'l:pl.l:'lrﬁm
b. Pejabat  Pengelols  Informasi  dan  Dolumentasi FMAITIpAs
memberikan peloyanan nformasi secarn copat dan tepat wako.

RUARG LINGEUP

_ Pedomun Pengelobann Informssi dan Dekumentasl (sl meliput
pefijeinsan  mengenni  penyediaan, pengumpulan, pengkiasifikssian,
pendoltumeniasian, pelagoran dan pelayanan nformasi publik d
lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalenglen.

DARAR HURVM
Pedoman Pengelolann Informasi dan Dolumentasi nd disusun
bemlasirkant Undong-Undang Nemeor 14 Tahun 2008 rteniang

Keterbulkenan Informast Publik beserta peraturan pelaksznannnya.

PENGERTIAN

Diulsin prdoman ini yang ditnaksud dengan :

1. Almes Informanl sdaloh kemudahan yang diberikan kepada sessorang
Aty masyarakal  unituk  mempersieh  mformasi publik vang
dibutuhloan,

2. Akuntabilitas sdalah pereujudan kewafiban sctiap Basdan Pablik
untuk mempertanggungiawnbkan pengeloiann sumber daya dan
priakaanaan kehjaloan yang dipercayakan kepodorya dolam angka
pencapaian  lujusn  yang telah  ditetapksn  melabui | media
pertangrungjowaban berupa aperan  akunilabililas Kinerjs secarn

3. Doknmen sdalah data, caiatan dan/ateu keterangan yang dibnusar
dan/atau diterima aleh Pemerintah Kabupaten Majolengis dalsm
Fangka pelaksanasn kegiamnnyn, balk tertulis di atas kertas atau
sarana laincys manpun lerekam dalam bentuk apapun yang dapat
diihat, dibaca ata didengar.

4. Dokumentasd sdalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau
keterangnn yang dibuat danfatan diterima aleh Pemerintah Kabupaten
Majulesgha,

E. Informas adalal keterangan, pemysiaan, gageean, dan tanda-tanda
yang mengandung niai, makns, dan pesan, baik data, fakta, maupun
penjelagannyn yang dapat dilikar, didengar, dan dfbacs yang disajikan
dolam berbagol kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
ieknobogl  informasl dan  komunikasi  secars  elelronik  atau

nonelekironil.
ik [elformast Pubik . 3



T.

1.

11.

12

informasi Publik odoloh Informasi yang dihoasiliean, dislspan,
dikelola, dildrim, danfatau diterima oleh Pemerinish Kabupaten
Majalenghkn  yang  berkaitan  dengan  penyelenggara dan
penyelenggarnan  negarn  dan/sten  penyelenggara  dam
penyelenggarian Pemerintah Kabupaten Majalengka lninnya yung
sescal dengan Undang-Undang Momee 14 Tabun 2008 lenlang
Keterbuknan Informnsi Publik serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan pubilile.

Hlzsifihexl ndalsh pengelampakan informasi dan dolumentasl secatd
siatematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi sera
kmbegori infrrmasd.

Pelayanan Informasl ndalsh josa yang diberikan cleh Pemerintah

Pojsbat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yung selanjuinysn
mmtmmmmmwjmhﬂ
bidang penyimpanan, pendokumentasion, penyediaan, dan/aigu
pelayaran Informass di ingkungan Pemerintah Kabupalen Mnjalemgka.
Pejabat Pengeloln Informasi den Dolumentasi Satuan Herjn
Perangkat Daersh vang selanjutoyn disebut PPID Pembanmu adalah
p:_iahuran;mﬂ:hmnkmmmﬁmaduhplwmph
Organisesi Perangkat Dacrah [OPD) & Hnghkungan Pemenniah
Kabupaten Majalengkn.

Pengguna Informasi Publik adalah crang yang menggunakan
Infarmasi publik sehagaimana yang diatur dalam Ul Momar 14 Tahun
3008 tentang Keterbukasn Informasi Puldik.

Pemohon Informasi Publik sdalah wargs negera danfatag bavdan
hulans Indonesia veng mengajukan perminlasn informasi  publik
sthagnimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomoe 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaat [nformass Pkl

Pengelolasn Dokumen acdalah  proses penerimuati, penyusunan,
peryimpanan, pemelharsan, peRgguasn, don penyafian dalumen
ACCATA Sisteriatia.

BAB D ....... 4



BAE T
FENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. FENGUMPULAN INFORMAST

Beberapa hal yang harus diperbatikan cleh setiap OFD di Unginungan
Pemerintah Kabupaten Majalengion dalam kegiatan pengumpelnn informasi
| Pengumpalan informasi merupaban aktivitas penghimpunan kegistan

yang telah, sedang dan yang aken dilaksanskan oleh setiap satusn

2. Informasi yang dilumgulken sdalah nformasl yang berkualites dan
relevan dengnn tigas pokok dan fungsi masing-masing OPD/ unit kerja

3. Informasi yang dikumpulleas dapat bersumber dari pejabat dan arsip,
badk arsip statis maugun dinamis.

4. Pejabat sehagabmans dimaksud dalam butlr 3 merupskan pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanasn tugss pokok dan fungsl di
Banian Ketjanyn, sedangkan arsip statis dan dinamis merupaikan arsip
yung terkcalt dengan pelaksansan tugss pokek dan fungsi Satuan Kerja
beraangintat,

5. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperbatikan tahapan
sebagal bertlout ;

a. Mengenall tugns pokok dan fungsi Satuan Kerjanyn;

b. Mendata keglaran yang dilaksanakan oleh Satuan Kerfanya,
c. Mendata fiformasi dan dolumen yang dihasilkan;

d. Membuat daftar jenis-jenis informan dan dokomen.

€, Echijakan dan Peraturan Daerab terkadl;
d. Sumber Days Masugia [Struktiral dan Pungsionalj;
T

g Daltar [Informsasi Yang Waiid Disediskan dan Divmoasmksn Secars
Berkada;

h. Daftar Informasi Yarg Wajib DNumumkan Secara Serts Meria;

|, Dafrar informasi Yang Wajib Tersedia Setlap Saat;

j. Dnftor Informasi Yang Dikecualikan.

E, PENGHELASIFIHASIAN INFORMARI]

Dalam  proses pengklasifkasian, informesi dibagl menjadi dua
kelompok, yaitu informesl yang wajib disediakan dan diumumbkan dan
informes| yang dikecualikan.

L. Informasd yang wajib dissdiakan dan divreumican
o Informasi yang wajib disediakan dan dbomumbkan secara berkula,
meliputiz
1) Informani ....... §



1] Tfisrmoal bevitang Prodil Poadan Poahdik, scligaads

al informusi fenteng keduduken dau domisill beserte idiviid
bengioap, ruang] laghup legintwn, miakad dan fujusn, Digns
dan fungal Bodan Publik besertn kantor unii-onll dl awahnyo.

b struktur organisesi, gumbaran amm scliap satumn kerja,
profil singlcnt pejabal siouctursl,
% Ringknsan Informast tentang peogrom donfatny keglatan yang
sodang dijulonkan dalum lingheup Bodun Pubilik yang sekafaig
kurmngnyn terdle atns
a| nurmn progeom dan kKepgkika,
by presnggungawat, peloksnnn  peagrign di kejpdatnn seri
nomar telepon dan fatau alamat yang dopat dilsubungl.

¢ tarpet dunfaisu enpainn program dan keglatun,

dj jmdwnl peloksansan program dan keginlon.

¢ anggaran program dan kegistan yang meliputi sumber dan
jumlnh.

i} agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publil.

] informasi khusus lakneye peng beckaitan langsung dengan k-
hak msEyRTaleat.

by} informasl tentung penerimaan culon pegowal dunfaton poisl=e

WP,

%) Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik
berupa narasi tentang realisasi legistan yang telah maupun
sedang dijalanken beserta capaianmys.

4) Ringkasan lopornn keusngan yang sekurang-kurangnya tendiri
mtas:

a] rencana dan laparan reslisasi angaran

b merace

¢ laporan &rus kas dan catatan ates laporan Keuangan yang
disusun sesuai dengan stondar akuntansl yang berlaku

d] daftar aset dan investasi;

%) Informasi lain yang distur dalam peraturan persndangan

6) [Informasl yang lebih detil atas permintaan pemohon.

7) Ringkasan |aporan akses Informasi  Publik  yang sekurang-

a] jumlah permehonan Informeasé Public yang diterima
b} waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
Infarmasi Publik
¢} jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan beik
sebagian atau seluruhnya dan permsohonan Informas: Public
vang ditolak
d] alasan penciakan permobonan Informasi Publik
8 Informasi tentang peratiran, keputusan, dan/atau kebijukan yang
mengikat dan/atay berdampak bagi publik vang dikeluarkan aleh
Badan Publik yang selurang-kurangnya terdin atas:
&) daftar ....... 6



a] daftasr rmancangan  dan  tehap pembentukan Pernturan
Perundang-undangan, Kepotusan, dan/atau Kebijakan yang
sodang dalam proses pembnistan,

b} doftar Permiuran Perundang-undangan, Kepotusan, dan/atau
Kebijakan yung telah disshkan stau ditetaplkan,

9 Informasi tendang hak dan tata carn memperaleh Informasi Publik,
4cTth (R1A carn pengnjuan lkeberatan sertn proses peryelesainn
senghketa  Informasi  Pablik  berikut  pihak-pihak  yang
bertanggungjawab yang dapat dilubung;

10] Informasd tentang pengumuman pengedaan barang dan jmes scsuad
dengan peraturan perundang-undangan terkain;

11] Informasi tentang prowedur peringatan dind dan prosediir evaltunsi
kesadaan daruret di setkap kantor Badan Publik,

Peagumumnean secark berloala seboageimana dimaksud i atae

dilakukan selambat lambatnys | (saiy] ¥ali dalasn setabin

k. Informasi yang wailb divmumban secars serta merm, yattu nformasd

yang dapal mengancam hajal hidup orang banyak dan Eetertiben

umurm, meelignatic

1) Informasi mengenal bencana alam, seperti: dasrsh  potensi
teunomi, gurung meletus, tanah lemgsor, banjir, dan s=bagainya

) Informasi mengenal limbah berbahaya, seperti: laporan  haosil
pemeTiksaan limbah bahan kimi yang bernda di sungns, laut stau
darrah pemukiman,

4} Informasi mengenad Erbiscarnn redkior | mukdlir, e
penggunnan reaktar mukdir untuk pembangkit tenaga listrik.

4| Informasi mengenai pengpusuran lahan, seperti penggusSUIaRn
lnhan untuk kepentingan umusm.

5) Hal lain yang menganoam hajad hidup orang banyak.

¢, Informass publik yang wajib tersedia setiap sast, meliputi:

1] Dafar sehuul informasi public yang beradn di bawah
peEnEEEGn Pemerintah Kabupoilen Majalenghn; tidok termasuk
informasi yang dikecunlikan.

2| Hasi! keputusan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan lntar

belakang pertimbanganoya;

Beluruh kehijaian yang ada seria doltumen penduboingya;
Rencana  kerjn  program/kegatan,  termasuk  perkiraan
pengeluaran tabiunan Pemeriniah Kabupaten Majalengha;
Perjanjian  Pemerintah Kabupaten Majalenghs dengan pihak
Informasi dan kebijakon yang disampaikan Pejabat Pemenntah
Kabipaten Mujalenghks dalam pertemncan yang terbuka untuk
L LlaTs;

Prosedur kerfa pegawai Pemerintnh Kabupaten Majalengka yang
berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/ataa

Laparan mengenal pelayanan akses informasi publik sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor t4 Tabun 3008 tentang
Keterbukaan Informasi Pabli

2 B2 23

N =

4. Informasi ... 7



2. Infarmasd Yang Dikecualkan

Dakam pengelompoleun informas yang dikecualiknn, perhy diperhatileas

hil-hnl erlmagni berdout

& [nlermasi yang dikecoaslisn adelah informasi scbagnimaona distur
dalam Undang-Undang Nemer 14 Tahun 2008 pasal 17 dan 18

8. Frincip-prinsip yang harus diperhotilen dalas mengefompolkdon
infofmasd yang dikecualikan-

1} Ketat, artinys untuk mengategorikan informas! yessg dideecuabiionn
harus benar-benar mengaru pada metode yang walid dan
mengedepankan obyektivitas,

2] Terbatas, artifiya informesd yeng dikecualilkan harus terbataes
pada informasl tertentu untuk menghindar penafsican yang
suhyektif dan kesewenangan.

3 Tiduk mutlak, artinya tidak ada informasd yang sccars mutlak
dikecualikan ketiks kepentingan publik yang lebih  beaar
enesighendakinyn.

e. Pengecualian harus melalui metode wuji konsekuensi  bahaya
foonsequentin! harm test) yang mendasari penentuan seaty informast
harus dirahasiakan spabila nformas| fersebg dibuka.

d. Untuk lebih menjamin soaty informas dapat dibuka atau ditutup
secara obyeltif, maka metode sebagaimans tersebut pada pein c
dilenghkapl dengan uji kepentingan publik (baloncing public interest
tesf) yang mendasat penentuan informasi harus ditutup seweal
dengan kepentingan publik.

e. Pengklasifikasinn akses informas| harus disertai  pertimbasngan
tertulls tentang implikas informasi dar sisi palitik, ekonomi, sosinl
budays, dan pertnhanan keamarsan,

£ Usulan klssifkasi akses informas| yang bersifat ketat dan terbatas
sehagnimana dimaksud pada buraf b angka 1) dan 2) terasbut di
tus, digjukan aleh OFD yang memiliki kemandiran dalam mengelala
¥egiatan, anggaran dan adminisirasl

& Fenotapan sebagaimans lerschut pada huruf b angka 3] dliskuknn
rmelalui rapat pienplaan,

Prosedur penyusunan dan pengumnman daftar infarmasi publik

sebaguimana tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati ini.

C. FENDOEUMENTASIAN INFORMAST

Pendokumentasian informast adalah kegiatan peoyimpanan deds
tan informasi, catntan dan/atau keterangan yang dibuat dan/stau
diterima aleh OFD i linghkungen Pemerintah Kabugaten Majabengka guna
membantu PRD dalam melayani permintaan informasl. Pendeoloamentnsian
formasl dilaksanakan sesusi dengan peraturan perundang-undangun
badang kearsipan dan peraturan di bidang tats persuratan yang berkaku di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Tahapan dalam pendokumentasian Informasi meliputi-
1. Deskripsl Informani-

Settap OPD membuat riggkasan untuk FAsIng-mascg fends informasi

A Verifilnmi ... R



N b Tnbsi e
Bt wbrmsst dlveyilikingl sesunl ;tmm]mu_ kmnm.

A unentibast bnfisymosd:

Dilakukan  untuk  menjumis  keaslisn  informasl  melabad  validasi
infoensanl oled seting sstunn Kerjo

4, Raletikusd hovlorond;

i Lintuk smempeviadal pencadag informasd yang dibutehkan, maka
ilaknken kedriliss.

b Metode progkedens diteatukan olsh masing-mosing Satuan Kers.,

eyl e Petiy nvpenmn Informesd,

lbasani dion dokumentost ditotn don digimpan dalam bennek hand

s e sl cogry serte dalnm web aite masing masing OFD.

D. PELAYANAN INFORMAST

L.

Mekamisme Pelayonan Informasi

U'ntuk  memwenuhl  dan meloyanl  permintoan  dan kebistuhan

jwnmhion /penggumn  infvemasl  publk, PMD melobod desk layanan

it publik, meinbevikon lmnan langaung dan lsysnan medalal

Ftcatin ertak dos clekdmuak

a avanan informansi secar lnngsung, yuitu leganan infermasl pobick
ving dikntegorilcnn wajib tersedin setap snnt, dengan mekaniame
prinyanan sebagai berilout:

1) Pemchon Enformasi dateng ke desk layenan informasi dan
mengisl formufir permintann informasi dengan  melampirkan
foetocogry  KTP pemohon dan pengguna informasd, Formuli
prindntain infonmess seiurung-korangnya memuet
nl nmner pendaftamn yang disl berdasarkar nomor setelah

permsherian Infarmasl Publik di registras;
b mamma;
] slaaiat;

permohonan  Informasi  Publlc  diluloskan melalui  surat
clekctroni  otau  pemshon  dateng  langsung. PPID  wagh
eemustiian  dberfkunmys nomor pendaftaren pada  soat
mmMMHWIMNW
dilakukan melalol surat stan fakaimili atka cara lain yong tdak

Memsungkin ...... 9



3|

memungkinken bagt Hoden Public unlul memberilkai fsiener

peodaftarnn seears lanpaung, PP wajil memantikan nomer

pendaftasan  dikinmkan kepadas Pemohon  Infoemes  Pubilik

Nomor pendalaran  dopat  diberkan  bersnmasn  dongan

pengiriman Informss Publik,. P wajit mepyimpon aslinan

formullr permohossan yang lelah diterikion pamo peoedsfan
schagai tands bukti permohonon Iaformas Publik Rogistor
permahianan yang sehurang karangnys memia

] modrsod pendaftaran permobonan;

b tunggal permclaonan:

c) namsa Pemohon Informast Pubilik:

d| mlamat;

£l pekerjann;

f} nomor karitmlc:

Bl Informnsi Publik yang diminta;

hi) tupuan penggunasn indarrmasi;

ip status informosi unfuk teencetel apakeh fermast sudsh
berada di bewsh pengussaan Hedon Publib steu  Inlsh
didokumentasikan:

i} format informas! yang diloussad;

kj jenis permohonan untuk  mencelal!  apakabh  Pemobion
[nformasd ingin melihat atao mendapatkon aalinan Informasi;

[l Reputusan uniik menerima, menolak atau menyorankan he
Hadan Publik lnin bils informasl veang dimenis leereda oi
bawnh Kewenangan Badan Publik luin;

mi| nlasan penvolakon bils permohanan [nformasi Publie ditalak;

) hari dan tangpal Pemberitahuan Tertulis serts pemberian
trformasi; dan

a| blays serin cars pembaynren wntuk mendaperkan Infareasd
Publile yang diminis,

Format Register Permohonan sehagaimanas tercantum dalam

Lampiran IV Peratoran Bupatl inil

PRI} memproacs perminthan pemohon informanl pubilik sesuai

dengan formulir permintaan informasd publik yang telah

ditsndaisngani aleh pemohon nformasi publik,

Dalasn hal Pemohan Inbarmasi Publik Bermokeod untulk melihat

dan mengetahul Informasi Publik, PPIC wajib:

a) memberikon akses bagi Pemohon untuk melibat Informesi
Publik yang dibutuhken &l tempat yang memadai wntube
membaca donfatat memeriksa Informosl  Pobliy  yang
dimaohnn;

bj memberiken alasan tertulis apabils permuchoran Informos
Publik ditolak; dan

¢ memberikun informasi  tentang tata carm mengajukan
keberatan beserta formuliraya bila dikebiendalkid,

Dalsm haol Pemohan Informes]i Pobilke meminta  salinan

inforemani, PPID wajit mengkoardinastkean dan memastikan:

af Pemaboae ... 10



a] Pemohan informani Puabli menilllel alkses untuk mefibal
Inforimasi Pubdih yang dibutuhken di tempat yang memadai

untuk mombeca dan/atay memerikan Informast Publik yang
dirnoham;

b Pemnaban Informasi Public mendapatian salinan irformnsi
}Wﬂhﬁlﬁhﬂ;

¢l pemberian alasan tertulis apabila permohonan informanst
ditolak; dan

4 pemberian informas tentang tata cara mengajulkan keberatan
heserta formulirmya bils dikehendaki.

4 PPID wajih memberkan pemberitabuan  terhilis  yang
merzpakan juwoban Badan Public atas setiap permohonin
Informasi Publik, Pemberitabiian seoara tertulis memmial ;

&) apakeh [nformasi Publik  yang diminta bernda @i bowah
pEnguasaanmyn atail Hidak

b) mesmberitabukan  Badan Publik mana ang menguasai
hﬂmﬁmh]nhdﬂmmmﬁmﬂﬂmﬂutﬁﬂ
berada di bawnh penguasaannya;

cf meperima  atay  menolak permohonan Informasi  Publik
berikut alasannya;

d} bentuk Informasi Publik yang tersedin;

¢) binya dan carn pembayaran untuk mendapatkan Informasi
Publik yanyg dismchon;

ﬂnlﬂum:ﬂhmmmmknmﬁ:hﬂlphrmuﬂhﬂk
yang dmmohon;

gl penjelasan oins Fn,;hﬂ:mmmmphm informasl yang
dimohon bila ada; dan

h) perijelasan apabita Informasi tidak dapal diberikan karena
beham dikuasal atan belum didokumentasikan.
wwmmmmﬂ

nmmwwmdmmmm
mmmmmmmnﬁh
menyampaikan  pemberitabuan  tertulis  bersamaan dengan
Frformasd Publik yang dimohon.

4) Pemberitahuan tertulis dan  Informss Publtk yang dimoben
disampaikan paling lambat 10 (scpuluh) hari kerja  scjuk
permobonan diterima.

5 Dalam hal PAID belum mengunsal stiu mendalumentasikan
mmﬁwh&mdhmmndmﬁlmmmdqpu
WMMMWMIWEL
Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan
wokin pemberitahuan tertufis beserta alasanrys.

E]Hmnnjlnphuhl.nﬂn'lmmahuddﬁmhﬂﬂtlpmjmmn
tnformasi Publik yang dimohon dilabuken selambat-lambatnys 7
fujub) harl kerja scjak jangka wakiy pemberitabuan teriulis di
mtas dan tidak dapst diperpanjang kagl.

7] Dabaen hal ... 11



7) Dalwm ha! Informasi Publik yang dimehon, diputusian ontuk

L

diberikan balk ssbagian atsu  seluruhoys namun  tidak

disampaikan pada sasf! permohonan  dilakuksn, PRID wajib

menyampaikan pemberitalvuan tertulis dan [nfoemaa Publik yang

dimohan kepada Pemohon Informasl sesuni dengan jangka waktu

yung distur dalam Peraturan Bupati int.

Prtugas memberikan Tands Buktl Penyerahan [nformasa Publik

kepada Pengguie Informani Puldik.

Dalam  bal permohonan Informasi Publik ditolak karens masuk

dalam kategori dilkecualikan dengan terlebih dohuty PPID bersama

Tim  Pertimbangan  Pelayanan  [nformasl  melakukan  ujl

konsebuensi, fika  hasil  pengkajian masuk  dalam

dokumen /nformus terbuka, maka PPID memerintahkan kepada

pengunsa  informasd/dolamen [SKPIY  untuk meyesahiean

informasi/dokumen dimaksud, Jiks status informasi termosuk

rehasin, maka PPID membnaat surat penolnkan beseria alasan can

pemberitabunn teriuits bersamaonn dengat Swral Kepubusan PRI

Prowedur Uji Honsekwensi esbageimana tercantum  dalam

Lampiran V1 Peraturan Bupati sl

Surnt Kepurosan PHD tentang Penclakan Permohonan [nfareies

yang sekurang-kurangnya memuat:

u] nomor pendaflaran;

b] mama,

i} Riarmnat;

dj pekerjaan;

#| mamor tebepon femail;

f] informasi yang dibnsoehken;

gl kepurnisan pengecuadiun dan penclakun informasy

i) mlasan pengecualian; dan

i kensskuensi yarg diperidrakan akan timbal spabia informasi
dibuska dan diberikan kepada Pemohen Informasd.

Format Heputusan FPPID tentang Peoclakan Permohoman

informasl sebagaimama tercantum dalam Lamplran VI

Peraturan Bapati iml

Layanan informasi melalud media baik onding maupun cetak, yalm

informasi publiv yang tersedin dan diumumkan secars berikala

dilavani melalui website Pemerintal Kaluparen Maalengkn dengan
alimar email ; ppldgmajaleopikakab geid dan emall Organisasi
Perangkat Dacrah sebagaimana tercantum dalam Lampiren VI
Pernturan Bupat] ind serta dalam media cetak yang tersedia.

Standar Operasional das Prosedur Permohonan Informasi Publik

tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ind

sebagaimana
2. Jangks Waktu Penyelesaian

Proses penyclesaian untuk memenvhi permintsan  pemohon

informasl publik diakulan setelak pemohon informasi pubiik

mrmenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Wakru penyelesadan dilaksanaken pabing mmbai 10 jarprulub) har

kerja sejak permobonan diterima oleh PPID. PPIL wajsh menanggapi
i melalii peislseriaiunan tertulis

permintsan  informasi  ditolak,  dan ) perpanjangan  waldu
beritahian permobhonan diterima ata ditcdak.

s e Jikes PRID ... 12



i Ol bl Inforasd Publik yang dimoshan, dipmebisnlenn untnk

90

iin

dlberilon  balk scbagien sty eclonibnys  nemun  Udek

disampailan  pudn  sanl  permahbonan  ditakeukosn, PEIL  wajib

menynmpalkon pemberituhusn tertulin dan Informasl Publik yeng

dimahon kepuds Pemolon Informnsd sesoul dengen janghs wakiu

wany dintur dalsm Peraturan Bupat] inl. ,

Priugas mwmberikan Tunds Buktl Penyerdhan Informani Publik

wepuela Penggun Enformiesi Pablih.

talam  hal permshongn bnfrmosl Publik ditnlok karena Frasuk

dslum ltegori dikecxinlikan dengun teriebih dabula PAD hersama

Tum  Pertimbangan  Prelaynnan  Inforimos melnkukan Ui

wonsckuensl,  |ikm  hosil  pengkajian  musuk  dulam

dabumen /informasi terbuka, moks PPID memerintehien kepada

pengunga  informasi/dolumen  (SKPD]  untuk  meyerahkan

informnsd/dokumen dimakaod, Jika stafus informasi tersnank

rahasin, makn PPID membunt surl penalnkan beserin slasun dan

pemberilntnan el bermamnsen dengun Surat Kepulakan PP

Prosedur Uji Honsekwensi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Vi Pernturan Bapatl ind,

Hurnt Keputusan PPITY tendang Pérsilighan Periwificrs Inferma.

yang sekurang-Kurangnya memniiat:

o) momar pendaliarn;

b} namn;

) mlwmaat;

d) pekerjann;

) nouner telepon femanil;

N informasi yvany dibuiuhloan;

gl keputusan pengecunliun dun penclakon informusl,

hj alsgan pengecualian; dan

i| honseluensi yang diperbirnkan akan timbul apabils informasd
diouka dan diberikan kepada Pemobon [nformasi.

Format Keputusan PPID tentasg Penolakan Permohonan

Informasi sebagnimans tereantumn  dalam Lamplran VI

Peraturan Bupati imk.

Layanan informesi melniui media baik onling maupun cetak, yatu

informasi publk yang tersedla dan diumumkan secars berkals

dilayani melniui website Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan

alamst email : ppiddmajalenghakab go il dan emall Organisasi

Perangkat Darrah sebagaimans tercantum dalam Lampirag VI

Peraturan Bupati ind serta dalam media cetak yang tersedia

Standar Operasional das Prosedur Permohonan Informasi Publik
wmmmmwmhﬁ.
2. Jangka Waktu Penyelesalan

1

Froses penyelesadan wuntuk memenuhi  permintaan  pemohon
mformasi  publik didakukan setelah pemchon informasi pullik
ni=menuhi persyaratan yang telah ditentukan
Waktu penyelesasan dilaksanakan paling lambat 10 |sepuiuby) b
kerja sejak permobonan diterima obeh PPID. PPID wajib menanggap
permintaun  informesl | melafui | pembentahuan certulis
permintaan  informasi  ditolak, dan  perpanjangan wabcu
Fﬂmpﬂm-uhnnln-llﬂm wlald ditolak.

E. Jika PPID ... 12



e, Jike PAID membutuhkan perpanjangan wekiu, maka selambat-

(=

lnmbatoyn T ajuh) hari kerja sejak taoggapan pertama diberiloas.
Jika  permohonan  Informasi  diterima, maks  dalam  sarat
pemberitahuan jugn dicantumkan materd informasi yuny diberikan,
serta biaye apabila  dibutubkan untuk keperfuan penggandaan
atau perekaman. Biln permintaan informasi ditolak, maks dalam
o S S



A. FENGELOLAAN HEBERATAN INFORMAS]

I Progsjunn Keberatan
Pemohon Infoemsasi Publile terhak mengajukan keberntan dalam
b disemukaniyn nfasan sebagal besikur
o penolakan atas persichonan Informasi Publik:
b, tidak disedinkarnyn infarenasi berkala
c. Hdak ditangpapinya permohanan Informani Publik;
d. permohoran Informasi Publlc ditanggapi tidak scbagaimans yarg

dimdrta;
e. tdnk dipenuhinya permahonan Informasi Publik;
L pengenaan bisyo vang tidak wajar; danfatan

£ pefavampuian Infarmas! Publike yang melehini wakn yang diarur dalam
Verararar i,

Pengauan keberatin ditujulkarn kepada aasan PPID melalui PMD
dﬁﬁﬂhﬂhﬂhpﬁhﬁhlﬂmgmpﬂm

Badan Publik wajlb mengumumkan tata cara pengelolaan
keberntan disertal dengar nama, alamat, dan pomor kontak FPID.
Badan Publk dapat menggunakan sarmna komunikas! yang efedoid
dalam menetima keberatan sesual demgan kemampuan sumber days
yang dimilikinya.

Fengafuan keberatan dilakukesn dengan cars mengisl formuolr
nrberatan yang diardiaknn oleh Badan Publlk. Dalam kal pengsjusn
keberatan disampaikan secars tidak tertulia, PPID wajid membanti
m&mmﬂ&mme-mﬂmM
meenerimna Kunsa uniuk mengiadzen formulis keberatan dan kemudian
memberikan nomor registrusi pengajusn keberatan. Formulir keberasan
sebagaimana selourang-kumngnys memat:

f. TuTRE registrast pengajuan keberaton;

b. nomor pendafiarin permobonan [nformasi Pubiik:

¢ fujnon perggunaan nformasi Publik;

d. identitas lengkap Pemsobon  Informasi Publis  yang mengojukan
keberatan;

e jdemntdias jocesa Pemohan [Hforsmasi Poblik yang mengajukan
keberatan bila adn;

. alassn pengajuan keberntan sebagaimana dimaksod dalam Pasal 35
Undang-Undang Mo 14 Tahun 2008;

£ kssus posisi permohonan Iaformasl Pubdil;

h wakiy pemberian tanggapen atad Ecixcratan yang diisl oleh perugas;
i, nama dan tenda tangan Pemobon [frmasd Publlk yang mengajulan
keherslan; dan

j- nomas dan tanda tangan polilfas Yang menering peogajean Eeberaton
Formulir Heberatan sebagaimana tercantum delam Lampiran X

Peraturan Bupati ind.

Format formulr keberaton dimaksud berlaku pula dalam hal Badan

Publik menyediakan sarana pengajuan  keberatan  melalal  akat

komumikasi elektronik.

PPID wajib ...... 14



PPID wajib memberikan salinan formullr keberstan kepada
Pemohon Infarmasi Publil yang mengnrjuknn keberatnn atou Kooy
sebagal 1anda terima pengajaan keberatan,

1. Register Kebernian
FPID  wajib  mescatnt weberntan  dalom iale
Frio Pengajusn L regiler
Regster keberatan l-Einll'u.l'l.'—I-l:umi;r:]l.u memuat:

b. tanggal diterimanya keberatan;

€. Identitas lengkap Pemohion Informasi Publik dan/stay kaasanys yang
mengajukan keberatnn;

d. neor pendaftaran permohanan tnformasd Publik;

&, informast Publik yang dimint:

[ rujusn penggunaan informasi;

E- plasan pengajuan kebesatan schagaimana dimaksud dalom Pasal 35
Undang-undang Mo 14 Tahun 2008;

h. keputusan Atasan PPID;

|. bard dan tanggal pemberian tanggapan alas keberatan;

J- nama dan posisi atasan PPID; dan

k. tanggapan Pemohan Enformasd.

Format Register Keberatan sebagnimana tercantuem dalam Lampiran

XI Peraturan Bupati ind.

1 Tanggapan atas keberatan
Alasan FPD wofib memberikan tonggopon dalam  hentuk
kegratiinagt terulis yang disnmpailan kbepada Pemahon [nformasi Publik
yang mengajukan keberatan aten plhak yang menenma  oussn
eelumbut-lambatoyn 30 (Hga puluh| har sejpk dicotatnya pengajean
keberatan tersebunt dalam register keeberatan.
Heputusan tertulis dimakwed sefnarang:lbourangnve memuat:
&, Tanggal pembuatan surat tanggapan atas kebernian;
b, Namar surat tanggapan atas keberatan;
¢ Tanggapan/jmwoban tertulis atasan PPID atas  keberatan  yang
diajulean;
i Periviab atnsan PPID kepada PP unbuk memberikan sebagian atou
aelinth Informass Publik ynng daménte dalam hal kebematan diterima;

Tk

& ml";-“h"-' pelaksanuan permiah scbhapumans dimaksud pada
Permakon Informas Publik yang mengajukian keberatan atau pouk

yang menerima kuasa yang tidak puss dengan keputusan atasan FPID

berhak mengajulan permohosan penyelesaion senghetn  Informasi

Publik kepada Koenisd Infoemas selambat-lambatnya {4 [empan baelus|

hart kera sejak diterimanys keputusan atases PRIO

Standar Operasional dan Prosedor Pengajuss Hoberatan Informasd

Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran X[ Peratwranm

Bupati ini,

H. PENYELESAIAN SENGHETA INFORMAS]

Mebaniame Penyelesadan Sengheta Infnrmasi
1, PPID yang akan menclak memberikan informasd puldik yang tidak

S dﬂlpu_h:tﬂ:mm peraturan perundang-undangan, dengan
praseeiir sebagai beribut:



. PPID mempersiapkan dafter pemobon don/atis pengmons informasi
S i Jntuu penpgu

b. FEID mengadakan rapat koordinesi dengan melibutienn GPT) yung
eerienit paling lambat 3 harl kerja setelah surat parmighonun diterima

nmﬂm“mmeMMum
mmwmmmm
d Hasll keputusan rapat didekumentosiiknn seears baik.

2. PPID yeng akan memberiknn tinggepan stas  keberatan  yang
disampanikan pemobon informasi publik seeara tortulia:
A PHID memperaispkan dafinr keberntan yang disampaikan pemohon
dan /atay pengguna informasd;
hmbmmMnmmwﬁmmmﬂm
mtump-uuumh-ummmmmmmmm

nwlmmwmnﬂmwmmmq
dizandatangant ciel sehuruh peserts rapat;
4. Hasll kepautusan rapat didokumentasikan secara balic

1 Penyelesaian sengketa informasi

a PP menyiaplean bahan-bohan terkait sengiceta informasi;

b PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan
kepada Atasan PPID;

¢ Fada ssat sengketn informasi berlanjul ke Komisi Informasi, PTUN,
dan MA, maka PPID melakukans pendampingan bukum untuk
penyelesaian senglets informssi,

BAB IV. .16



RAR IV
PEJARAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Laalwm  rongks  menyeiengpurakcen  peelsynsian wfarmand ki 4
GFgkngan Pemeriniah Entugnten Mapdengios ditetaplan sfukrur dan fats
jeram A panAas pelaynnmsn enfnermasl sehingas betilea®

A. PEJARAT PENGELOLA INFORMARI DAN DOKUMENTASI | FFID |
| Kritesia PP
u. PRI merupekan pejahat  etrukturs] g ditunpak  antuk
melaksanakan tugas don  fungsi  pengelolaan  dan  pelaianan
srlrrmuas pubilie o lingkungan Pemesintak Katnparen Majakerghn
i P diuthinulenn ymag memdlile kampetens: @) mdang hergeininan
deleamen, penguluhan dute gelageaen nlthrenau dan gehumaaesh

1 Erdudcbun dsp PeF L el nmn Pl s

i, PPl berkeduduksn & [inas Pernuburgesn Komunikas  Qan
inlormatike Kebupairn Majpiengks ey yanp mempofyal Jrasan
tidang mfirmasi dan fates kehumasan

b PP sdalsh Kepals Dinas Perhubiengen Komonges, can dnematikes
Kabupoten Mafslengkes atou Kepala Difas yang mempunias WUsan
et thdnemunt dan fetlen Kehomtusar
Mesimabeun AT apepban melabe Kepatasar Bupat Najaengics

1 Susuusan Orgendses) PPIL, terdir) darn
@, Atusan PHIL
b, Tom Periembenpgen Peloyanan Inlnemas den Dokumentas.

. PP

d. Selreturis

v Hidang Pelaysbun ladonmas dud Dogurentas
¢ Hidanp Perpalah Data dan Klasdikas: Infarmaw
f Ritdanyg Penvebesaan Senphicie lalarmas

g Pengeiolas Publikes:

b Pengelola Data

L Pengolola Penyeleesian Senglosta

1. Tupgas dee Fungsi
& PPD
Tugux
“terencaniken, mengorgunisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan
mengeveluas) pelaksunaan kegatan pergeiclaan dan pelayanan
infurmani di lingkungan Pemerintab Kabupaten Mojalengha.
Furigs:
] F;lghhwinmmwﬂmdm:ﬂmnmﬁw
Pemeriniah Kabupaten Majalengien;
2] Penactaads ... 17
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) Penntsan dan pemyimpanan informas publik yang diperoleh dasi
seburub OPD dl Pemerintah Kabupaten Majalengks;

3] Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam
ientegor dikecualikan dard informasd yang terbuka untuk publik;

4 Peayelcssion senghkcta informnsi.

Sckretnris

Tugas :

Merencannkan, melubssarnkan mengkoordinanikan

4] Pelaksanann administrani pelayanan informasi dan delnumentasi

3| Pelaksanaan koordinesi dalam rangks penyedinan dan pelayanan
infermasi publik medalus media cotak atau ondine.

6] Pelaksanaan kootdinasi dalam rangks pemberian pelayanan
informasi dan deftumentasi.

7) Pelaksansan monitoring, evalussi, dan pelaporan  keglaan
petgelolann informest dan dokumentasi.

Untuk meisksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibanmo oleh

Sekretariot.

Selcretarind

Uraian Tugas :

lj Melaksanakan perencanaan penyusinan program pengeolsan
informasi dan doumentnsi

2] Melnksanakan kocsdinasi don  konsolidssi  dalam rangka
pengumpulan informasi dan dokumentasi

) Melaksanakan administrasi dalam mogka penyediaan pelayunan
itnformasd don dolowmeEniag]

4] Melaksanakan moniforing, embuast, dan pelaporan  kegintan
peinyanan informasi.

5] Menginventarisas Informasi yang dikecoalikan  dari ST T
masing FPID Pembanig,

I Pelayanan din Dokumentasi Informasi
Tugas :
Menyimpan, — mendekumentasikan,  menyediakan dan/atau
memberikan pelayunan Infarmasd kepads publik.
Fungsi -
I} Pelakaamaan TR | Hd
2o ]Pn_T::rmu program dil Bidang Pelayanan dan
Pelaksanman .. .. 18
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Untuk melaksanakmn tugas dan fungsimpn  Peloyanan  dan

Duolcumentasi Informas: dibantu ebeh Prngeioly Publikasi.

Pengelola Publilas]

Uraian Tugas:

L] Melaksanokan koordinesi dalam rangka menyusup kajfon dan
diseminasi isa-isu strategis di bidang pelayanan [nformasi

2| Melakrannkan posiajisgs

9 Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan data dun

4} Menyiapkan hahan peryajian informasl

3 Meryusaun tople-topd peluyunan informas:

b. Bidang Pengalah Data don Khesifikast Informaasi
Tugas :
Menpolah dan memberi pelayanan konmaltosi kdasifkasi informas
dan dedoumentasi.
Fungal
1] Pelaksanann perencanasm program di Bidang Pengolah Dats dan
Klasifiasi Informasi
2] Pelaksanaan konsultasi kiasifilcas! informasi publik
3] leventaraas pengklasifikasian informasi dan dolamentasi.
4] Peoyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dakue
ranghka memenuhi permohanan informasi
Untuk melaksanakan togas dan fungsimya Bidang Pengolah Dais
dan Kinssfikasi dibantu sleh Pengelola Data,
Pengelola Data
Uradan Tugme:
i) Melaksanakan pengelolsan data dan informasi
3 Melaksanakan pengembangan Sistem Informsssd,
3 Menyusun rencasnia dan program pengelolaan date dan informasi
4) Mengumpulkan, mengolah, dan menyajican data dun inforeas
% Melaksanakan identifiknai data dan informasi
& Melaksanakan klasfizasi data dan informasd

¢ Bidang Penyelessian Senghetn Informas

Tgas :
Melaksannkan advoknsi pemyelesadan sengketa informasd btk

Fungsl :
i) Pelalsanean ..... 19



o

L)
4
A

4

Pelaksonasan perencanann  program  Bidang Penyelesainn
sengketa Informansi

Felaleanaan koordinesi dalam rangka penanganan penyelésaian
sergloetm informost

Pelalsanann  verifiknsd, laporsn, dan rekomendasi  atas

pengadian atau sengketn informast,
Prlaksanaun advolas: penyslesainn senghetn informnsi.

Untuk melakannakan tugaz dan Fungsinya Bidang Penyelesaian
Sengheta Informasi dibantu oleh Pengelola Penyelesalan Sengketa.

Pengelola Penyelesadan Sengketa
Urmian Tugsas -

|

A
4

Menyusun pertimbangan hubkum  terkait repcans  penalakan
memberikan  informast  publik yang tdak sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang undengan

Memyusun pertimbangan  hukum ates  keberatan Ay
disampaikan pemohbion danfatau pengguna informiasi

Menyusun verifilensi pengaduan dan fatag senghetn miormasd
Meroyusun pertimbangan don pendampmgan hukum  dalem
ranigha penyelesaian sengletn informasi

Alur Keria PFPID Kabupaten Majalengks

ALUR EERJA PPID KABUPATEN MAJALENGEA

P ISIT = 8
L e B




Keterangan Alur Kerja PPID Kabmpaten Majulenghs

3.

4

&

10,

F-'rrl'..H.'IL'lI. B ke P e v Lovameary il Repuidi I,
Bekrerarial menerimn Permsmbiooan, kenisdian mencaial deg pegl i
dan dnna Temtang h[mm dimirin.

Scksttann! memberiican

P g tandn bkl mengajukinn permshonst Rejeadi
Berdnsarkan datn informasi yang dimints, Bdong Kluriflas! melskuban
F"'L"F'“hﬂ-“ apakah infurmasi vang diminis obeh pemahon e manil
datam kategori dikecualikan, Apabiln termosuh dats yang dikecuniiknn,
maka Bidang  Klarifilkost mengembaliban ke Schretovinl  wnluk
dmanipaikan krmbali kepada pemohan Sedangionn opabila infrmnsi
tdak termasuk vang dikecualienn makn permabonisn ditereshan o
Bidang Layanan Dekumentan Infarmasi,

Bidang Layanan Dekumentusi tnformasi menyinphan muaterd juwlan.
Berdasarican bahan/deta dari Bidang Layanan Dakumentasd Informasd,
Seloetariat menyusun jewaban stas perenchanan yang dilerimi.
Sekretarint menyampailnn informast kepada pensoho

- Apabila pemohon menganggap informasi yang diperoich idak sesu

dengan yang diharapkan, makn pemntion dapat mengajuiktnn keberatin
wepnda aimsan langeung PPID aehingn terjndi senghetn informisl
Unlam hal terjadi senghetn, Bldang Penpricsalan Sengheta kb
upaya uniuk menyelesaikan sengheta.

- Dalem hal informesl yang disnmpaikan oleh Selretorial sudah sesusi

dengan harapan pemohon atau hasil darl penyeleasion senghets cukup
memunskan periohon, maks pelayanan informasi seleaus,

Apubila  hasil penyelesaian seogkela yang dilakuknn oleh Bidang
Penyelesalan Seoghketa dianggap aleh pemohon tidak memuisiis, sk
dimintakan mediasi ke Komisi Informasi Provinsi

Dalam melaksannknn tugasnya Sckretarinl dun Bidang-biding dalsam
struktue FPID akan melokukan kearditasi don konfirmasi kepada PRID

Pembaniu sesuad dengan bnghup Rewetangsn masing-mesing,

B. FEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FEMEANTT

L.

Rriteria PPID Pembantu :

& FPFID Pembantu menipakan pejabat yang melaksanaloin fugas dan
fungsi PPID i Satunn Kerjanya.

b. PFHD Pembantu memiliki kompetensi di bidung pengeloluan infirinnsi
punslik dan dolkumeniasi eerin pelaksanan peloyanidy  inforimos
publik.

¢ PPID pemmbantu melipoti selurub undt kerfa Pemerininh Dseraly di
Kabupaten Majalengla yaitu OPD, Desa dan Kelurahan,

1 Susunan Organdsasi PFID Pembanty, terdiri dari:

& Atasan PFID § Kepala OPD funit kerja

b, PPID OFD/xnit kerja

e, Bidung Pelayanan dan Dedkumentos Infor mosi
d Bidang Pengalah Datn dan Klasifikasi Informasi
e Bidang Penyelesalan Sengloeta Infarmasd

L Angsots

A Tugaes dan Fungsi ... 2|
a0
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Tugas dan Fungai

Tugas dan fungs: ergan PPID pembanty sama dengan tugas dan fungsi

ofgan FELD |J"lal:l1u|.l'!{n!:|upm|;u di atas dalam hatas kesenangan Hogkup
OFLD) nys mansing-masing,

Keduduken dan Penunjukan FAD Pembantu | OPD:

a PFL Pesnbantu fOPD berkedudubkan di Satuan Kerja masing-masing.

b, |J|'ﬂ.1 Pembann /08D ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah Masmy- MaRing.

Alur Ketja PPID Pembantu

- ALURKERJA PPID SKPD

1

1L e | ST il PR [—
= mﬂ_ T % R B [T

©

Ksterangan Alur Kerjs PPID Pembante/OFD

1.
i

4.

F

Pemohan mengajikan permobonan Eyanan informast kepada PPID.

Sekretariat menerima permohonan, KeigUdian mencatzt datn pemchon

dan data tentang informasl yang diminta
Sekretaris! membericar tands bukt mengapukon permabionan kepada
persndon.
Berdasarkan datn infoemasi yang diminta, Bldang Klarifikasi melakokan
pergecekan apaknh infermmasl yang ddminta oleh pemobon termasuk
dolam kntegori dikecualikan. Apabils termasuk data yung dikecuslikan,
maka Bidang Klarfikesi mengembalikan ke Sekretariar  wntuk
disampaikan kemball kepada pemohon. Sedanghan apabila informasi
m*m]‘m‘!ﬂﬂuﬂhh‘“mdﬂﬂhMLg
E.|_d.|_|-|E Layanan Dodruamentasl Informoai

5. Didang ....., 22
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5. Bidang Layenian Dolumentasi informasi menyiapkan matert [ewaban.

6, Berdasarkan bahan /data dari Bidang Layanan Dokumentasi Informasi,
Sekretariat menyusin jawsban nag permohenan vang diterima.

7. Sekretartal menysmpalkan informasi kepadn pemnhon

8. hpabila pemohon menganggnn informasd yang diperoleh tidak sesuai

memuaskan pemohon, makn pelayanan informagi aelesni

|0, Apabila hasil penyelesadan sengheta yang dilakukan aleh Pidang
dimintakan mediasi ke Komisi informnsi Provinss,

11. Guna mempersleh bohan pestimbangan dabsie melaksanakan fuges
pelayenan informasi publik, PPID Pembantu dapat melakukan

12
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Pelayanan nformasi
,_ - SEKRETARIS DAERAH
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2 Bagan Struktur Organisasi PRID Pesibantu

w Dinas/BadanSatuan f I nepekiorat / Sekretarin®

ATASAN PPID

. S
Bidang Pelaypanas dan Bitarg Perpeiesaian
nm-—u-ll-l--il  enghets inbarmas
bl Fusgronal! Wruktwal Funguonal)
Kepals 08D Kepaia 0P

b. Kantor/ Kecamaian/ RSUD ....... 2%
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BAR V
FELAPORAN

Seilap tahun PPID wajib melaksanakan ketentunn Pasal 12 Undang-
Uiilang Mamor 14 Taluin 2008 tentang Keterbuknan Infermasi Publik, yaitu
mengumumkan dalam web. site FPID dan melaporkan kepads atasan PP
dars Bupati perihal ;

a Jumbsh permintasn informesi yung diterima;

b, Wakiu yang diperlukan Pemerintah Ksbupaten Majalengks dalam
me-menithi aetanp permintonn infarmasi:

v, oumlsh pemberion dan penalakon permintann infiormisl. danfotau alasan
poredakan perisintaan mforimnasl

BAB VI PENUTUP ... 28
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BAB VI
PERUTIM

Eﬁ“::‘ﬂ:‘iﬁﬂ-'“n Informasi dan Delumentas) di lLanghungan Pemerintah

Bbenglon ini dijrditan stbugni dasur dan pouan bag O i

rgEineimsEl
peranghat Daerah, PPID dug, miaynrnlat dalam mengelola informasi poldii di
Lingkungan Pemeriniah Knbrapaten Majalerghs.
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PEMERINTAH HARIPATEN BARIALFRHTES.
PEMEERTAH KARIPATEN MARMLIMNGHA
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Menimbang

Mengingat

Ggpas Myl

HEPUTUSAN BUPATI MAJALENGEA

NOMOR 478 TAHUN 2012

BUPAT] MAJALENGEA,

a. bahws sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13

Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentANg
Keterbukasn Informasi  Publik, maka dipandang
perlu untuk menunjuk  Pejabat Fengeioln
Informasi dan Dokumentss! (PPID] 4l Lingkuingan
Pemerintah Kabupaten magalengks;

bahwa berdasarkan ketenfuan Pasal 12 Peraruran
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 watang
Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008
tentang Keterbuksan Informasi Publik, pejabat
yvang ditunjuk sebagai PPID di Lingkungan Badan
Publik Negara yang bermda di dasrah merupakan
pejabat vang membidang informas pubial;

bahwa berdeasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksiud dalem hurnf & dan burmd b serta unrak
tertib  pengelolaan informasi publik, maka periu
menestapkan Pgiabat Pengelola Informasi  dan
olumentasi (PPID] d4i Lingkungan Pemerintalh
Kabupaten Majalengka dengan Kepurusan Buparti:;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daesrah-Dasralh Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negars
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tabun
[958 wmntang Pembentukan Kabupaten Purwvakarts
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembenoukan Dasrah-Dacrah Habupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor J851);




Menstnplan

2

U“'ﬂ-tﬂ'!ﬁl.-'l.ﬁ'ﬂ;lmi Momor 14 Tahun 2008 (Enkmng
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran  Negaro
Republik Indonesin Tahun 32008 Nomar 58,
Tambahan Lembaran Megara Nomar 484.3);

Undang-Undang Momor 30 Tuhun 2014 tentang
Administrasi Pemerinmmhan (Lembaran Negara RI
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Megirn Nomor S601);

4. Peratiran Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang  Pelaksanaan Undang-Unding Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negarsa Republik Indonesia Tahun

2010 MNomor 99, Tambahan Lembaran Negars
Masmor §14G),

9 Peraturan Daerab Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten  Majalengks  (Lembaran  Daerah
Eabupaten Majalengkn Tahun 2009 Nomor 2,

Daerah Kabupsten Majalengis Nomor 8 Tajoun
Kabupaten Majalenghas MNomor 10 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka  (Lembaran  Daerah Kabuspaten
Majalengia Tahun 2011 Nomar ay;



K EINMIA

KEEMPAT

3

Pejabal Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID)
sehognimona dimaksud Diktum KESATU mempunys
tugns selugni berilkouat: ;

0. mem gkl nanikan Ann mu:ﬂ-munll-dﬂllklﬂ
pengumpulan bahan informasl dan dokumentast dar
anggots PPID pembantu;

b. menyimpan, mendokumentasiian, menyediakan dan
member pelayanan informasi kepada publik;

©. melnloukan verifikasi bahan informasi publie

d. melakukan uwjl konseluensi atas informas;  Yang
thikecualian;

e. melakuknn  pemutakhiran  otmu  pembahansan

informand don dolumentasi; dan

menyediakan  informasi  dan  dolomentasi  unfik

diakacs oleh masyaraksat

Pejabal Pengeloln Informasi dan Dokumentasi (PPID)
scbagaimana dimakeiud Diktum KESATU mempunym
wewenang schagan berilout

4. menolak memberikan informasi yang dikecualikmn
undangan;

b, menolak memberikan  informesi  spabila tclak
AarHLAl  demgan ketentuan peraturan  peruncdang-
undangan;

. meminte dan mempercleh  nformasi  dard  unit
krrjaf komponen/ satuan hnqum:uﬂlﬂnhlpnn
keranya,

d. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informosi
antars  anggota PPID pembantu  dan/atau  pejabat
fungsional yang menjadi cakupan kerjasmva;

e. menentukan atau  menstapkan suaty  informas|
dagaat [ tidaknye diakses oleh publik;

pemberian  nformasi, tujuan permintasn formeasi
mmthn.hn:e“nmw;d“

Ewm pembanta o5 masing:
masing  instansi dengan  tugas menyiapkan,
I:IIHIH!H.I:IJ.I:ILI.IJ. inforomnai SNELIH] d-:ﬂﬂl.tl. h‘iﬂ.l.'n'.
tuiggasya.






